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ABSTRAK 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT 2007) menjadi ketentuan dasar bagi setiap pendirian dan 

pengoperasional seluruh perusahaan di Indonesia dalam bidang usahanya masing-

masing. Salah satu yang menjadi syarat pendirian suatu perseroan terbatas adalah 

adanya organ perusahaan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 yang 

terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kehadiran organ perusahaan ini 

bersifat wajib untuk dapat melaksanakan pengelolaan perseroan. Selain organ 

perusahaan, untuk mendukung terciptanya efisiensi dan keefektifan kegiatan 

usaha, setiap perusahaan atau perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi prinsip-

prinsip Good Corporate Governance. Prinsip ini diakomodir juga dalam 

penjelasan Pasal 4 UUPT 2007. 

Penulis dalam skripsi ini merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu 

pertama bagaimana kelengkapan organ perusahaan serta tata kelola perusahaan 

PT. Pukati Niaga Sejahtera ditinjau dari ketentuan UUPT 2007 dan bagaimana 

wujud implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance di 

perusahaan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu 

merupakan bentuk suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan diaplikasikan atau 

diwujudkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Metode ini didukung pula dengan 

jenis penelitian field research yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara 

dengan PT. Pukati Niaga Sejahtera. Untuk menganalisa data penulis juga 

menggunakan beberapa teori yaitu teori fiksi, teori kekayaan bersama, Corporate 

Governance serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

PT. PNS telah memenuhi persyaratan pendirian perusahaan dengan 

melengkapi organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan 

Komisaris. Selain itu, PT PNS juga telah melaksanakan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance namun tidak secara utuh, ada beberapa prinsip yang tidak 

ditaati oleh PT. PNS. 

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Organ Perusahaan, Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance 
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MOTTO 

 

Marah itu wajar, kesalahan bisa terjadi, tapi jangan biarkan amarah 

menguasaimu dan membuatmu menyesal dikemudian hari 

Maafkanlah setiap orang yang membuatmu merasa terluka, sengaja 

maupun tidak karna bagaimanapun selalu lebih mudah untuk 

memaafkan daripada menjalani hidup tanpa rasa tenang. 

Kunci ketenangan selanjutnya adalah bersabar. Sabar itu berat makanya 

hadiahnya surga, kalau hadiahnya kipas angin itu bukan sabar tapi sebar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah melahirkan berbagai bidang 

usaha yang dijalankan oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah yang 

mengelola usaha tetapi juga masyarakat. Kemajuan perekonomian memang marak 

digencarkan oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan 

strategi yang cukup baik karena salah satu ciri negara yang berhasil dilihat melalui 

perekonomiannya. Konstitusi Indonesia juga senyatanya telah mengamanatkan 

adanya demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dari pergerakan bangsa.  

Prof. Jimly Asshidiqie pernah mengungkapkan bahwa UUD Tahun 1945 

menganut paham konstitusi ekonomi, salah satu buktinya adalah dengan hadirnya 

Pasal 33 UUD 1945. Prof. Jimly Asshidiqie memperkenalkan konsitusi ekonomi 

di Indonesia dalam disertasinya saat berada di Fakultas Pascasarjana Universitas 

Indonesia tahun 1990 yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan  judul “Gagasan 

Kedaulatan Rakyat  dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia; 

Pergeseran  Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam 

Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa 

Demokrasi, 1945-1980an”.
1
 Disamping itu, globalisasi pun ikut menjadi penyebab 

naik turunnya perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara 

                                                           
1
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 

hlm. 62. 
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berkembang, Indonesia juga memiliki banyak sektor usaha yang dijalankan oleh 

perusahaan baik milik negara maupun milik swasta. Badan usaha milik negara 

(BUMN) dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh negara, sedangkan Badan Usaha 

Milik Swasta (BUMS) pengaturan dan pengelolaan perusahaan berada pada 

tangan pemilik usaha. 

BUMS banyak diminati oleh masyarakat maupun para pengusaha untuk 

menjalankan bisnis maupun sebagai pemilik saham. Bentuk usaha ini bisa terdiri 

dari Comanditer Venotschaap (CV), Firma, dan Perseroan Terbatas. Peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur bentuk usaha di Indonesia yang mencakup 

perusahaan perseorangan, firmac CV, da Perseroan Terbatas (PT) adalah Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD ( Stbl. 1834 Nomor 23) dan 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada 

kesempatan ini penulis akan lebih memfokuskan kajian mengenai Perseroan 

Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT). PT bukan merupakan persekutuan 

perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618-1652 KUH Perdata, bukan pula 

persekutuan firma atau persekutuan komanditer (CV) yang diatur secara khusus 

dalam Pasal  15-35 KUH Dagang
2
. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut 

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007), perseroan adalah persekutuan 

modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa PT merupakan badan hukum sekaligus wadah 

                                                           
2
Fred B.G. Tumbuan, Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan 

Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm., 

119.  
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perwujudan kerjasama para pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tidak hanya dibangun dengan merujuk pada kepentingan pemilik modal dan 

kehendak masyarakat luas, melainkan juga merujuk kepada kebersamaan dan 

berkeadilan.
3
  

Dalam konteks pendirian PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh setiap orang yang 

bermaksud mendirikan PT seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 menegaskan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih 

dan pada ayat (5) selanjutnya PT senantiasa harus mempunyai sedikitnya dua 

pemegang saham. Pengecualian hanya diberikan kepada badan usaha milik negara 

yang berbentuk PT. Perseroan terbatas atau PT bisa didirikan oleh satu orang, hal 

ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 

40 TAHUN 2007 yang mengatur bahwa antara lain negara sebagai pendiri tunggal 

dapat dengan sah mendirikan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang disebut 

perusahaan perseroan atau persero. 

Berbeda dengan persekutuan perdata, firma dan CV, suatu perseroan tidak 

mungkin ada hanya karena disepakati oleh para pendirinya. Selain kata sepakat 

pendirian PT harus dinyatakan dan ditandatangani dalam akta notaris yang dibuat 

dalam bahasa Indonesia, karena ada tidaknya perseroan sebagai badan hukum 

bergantung pada pengesahan yang diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

                                                           
3
Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2013), hlm. 162.  
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Manusia
4
. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 

selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Mendirikan sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan jenis usaha, jumlah 

modal, rencana laba, dan tanggungjawab perusahaan serta jangka waktu 

berdirinya perusahaan. Kata terbatas dalam perseroan memberikan gambaran 

mengenai salah satu karakteristik PT yaitu para pemegang saham mempunyai 

tanggungjawab terbatas pada saham yang diberikannya.  

Ciri demikian akan cocok bagi pihak yang merasa dirinya tidak mampu 

untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat hanya memiliki saham 

dan sekaligus mempunyai tanggungjawab yang terbatas. Selanjutnya, operasional 

usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih professional yang akan 

bertindak sebagai direksi perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas 

termasuk dari salah satu subyek hukum, artinya sebagai pendukung hak dan 

kewajiban. Sama seperti subyek hukum lainnya, maka PT dapat dimintakan 

tanggungjawab pidana maupun perdata. Sebagaimana dalam teori fiksi (fictie 

theory), maka badan hukum hanya dapat berfungsi menjalankan tugasnya dengan 

perantara manusia. Dengan demikian, PT tersebut termasuk artificial person.  

                                                           
4
Fred B.G. Tumbuan, Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan 

Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm., 

120.  



5 

 

Teori ini dipertegas kembali oleh organ theory yang memberikan status PT sama 

seperti organ manusia.
5
  

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 setiap PT diwajibkan memiliki organ perusahaan, yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris, yang memiliki fungsi, 

tugas, dan waewenang masing-masing dalam perseroan
6
 Organ perusahaan 

tersebut disusun guna menciptakan pembagian dan pola hubungan kerja antar 

bagian untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam 

menjalankan perusahaan, ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman, yaitu 

prinsip Good Corporate Governance. Awalnya prinsip ini hanya diterapkan oleh 

BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN)
7
. Namun, ketika melihat prinsip tersebut yaitu transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, penulis rasa 

prinsip ini juga efektif ketika diterapkan pada setiap perusahaan.  

Salah satu BUMN yang menjalankan prinsip tersebut di Indonesia adalah 

PT Pupuk Indonesia (Persero). PT Pupuk Indonesia memiliki beberapa anak 

                                                           
5
Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung 

Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), (Bogor: 

Ghalia Indonesia,2005), hlm., 26. 

6
 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: 

Prenadamedia Group,2016), hlm., 100. 

7
Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung 

Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), (Bogor: 

Ghalia Indonesia,2005), hlm., 120. 
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perusahaan yang tersebar di Indonesia dengan bisnis yang sama yaitu pupuk. 

Salah satu wilayah dengan potensi besar adalah Provinsi Kalimantan Timur. 

Pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan ekonomi melalui penenaman 

investasi pada beberapa bidang di provinsi ini, seperti perkebunan (terutama 

sawit), industry kimia dan logam dasar, kayu olahan dan perikanan.
8
 Untuk 

mendukung peningkatan sumber daya alam yang ada di provinsi Kalimantan 

timur, maka PT Pupuk Indonesia memiliki anak perusahaan yang bernama PT 

Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim). Awalnya PT Pupuk Kaltim dikelola 

oleh perusahaan minyak Negara Pertamina dengan fasilitas pabrik pupuk terapung 

atau pabrik di atas kapal. Namun karena beberapa pertimbangan teknis, proyek 

tersebut dialihkan ke darat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 

1975 dan kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1976, 

pengelolaannya diserahkan dari Pertamina kepada departemen Perindustrian. PT 

Pupuk Kaltim ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Selanjutnya 

pada 31 Oktober 2008, Anggaran dasar Perusahaan disesuaikan dengan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007. 
9
 

Kepemilikan PT Pupuk Kaltim ini sebesar 99,99% dimiliki oleh PT Pupuk 

Indonesia (Persero) dan 0,01% oleh Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk 

Kaltim. Tujuan pembentukan PT Pupuk Kaltim adalah melakukan usaha di bidang 

                                                           
8
Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2013), Hlm., 230. 

9
 http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-profil-bisnis  diakses pada tanggal 16 Maret 2018 

http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-profil-bisnis
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industry, perdagangan dan jasa dibidang pemupukan, petrokimia, agrokimia, 

agroindustri dan kimia lainnya serta pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk 

menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 

untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai 

perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan. Untuk 

mengoptimalisasi kinerja perusahaan maka PT Pupuk Kaltim mendirikan 

beberapa anak perusahaan dan afiliasi, yaitu PT Kaltim Industrial Estate, PT 

Pupuk Agro Nusantara, PT Kalimantan Agro Nusantara, PT Kaltim Sahid 

Baritosodakimia, PT Driver Kaltim Melamine, PT Rekayasa Industri, PT Pukati 

pelangi Patani Berseri, PT Padi Energi Nusantara, PT Pupuk Indonesia Energi, PT 

Pupuk Indonesia Pangan, dan PT Kaltim Jordan Abadi.  

Dari beberapa anak perusahaan tersebut PT Kaltim Industrial Estate ( PT 

KIE) merupakan anak perusahaan yang berlokasi di Kawasan Bisnis Pupuk 

Kaltim, Bontang dengan kepemilikan saham terbesar yaitu 99.99% milik Pupuk 

Kaltim dan 0,002% milik Yayasan Hari Tua Pupuk Kaltim, serta jumlah asset 

yang cukup besar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 970.890.000.000,-. PT KIE 

bergerak di bidang penyediaan lahan industry dengan luas 230 ha yang memiliki 

berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana pengolahan limbah serta gedung 

perkantoran. PT KIE juga memiliki beberapa anak perusahaan yaitu:
10
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http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-afiliasi-anak-perusahaan  diakses pada tanggal 16 

Maret 2018 
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1. PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM), yang bergerak di bidang 

penyediaan utilitas dengan memproduksi tenaga listrik berkapasitas 34 

MW/h, uap air (steam) sebesar 156 ton/h dan Nitrogen 500Nm2/h. 

2. PT Kaltim Jasa Sekuriti (KJS), bergerak di bidang jasa keamnan 

3. PT Pukati Niaga Sejahtera, bergerak di bidang ekspor dan impor bahan 

kimia (bahan baku pupuk) dan distribusi pupuk. 

4. PT Bintang Sintuk Hotel, bergerak di bidang perhotelan kelas bintang 

tiga di Bontang. 

5. PT Pukati pelangi Khatulistiwa, bergerak di bidang produksi pupuk 

NPK Compound. 

6. PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan, bergerak di bidang produksi 

hdan perdagangan besar pupuk NPK Pelangi. 

PT KIE berdasarkan laporan keuangan konsolidasi KIE per 31 Desember 

2016 menunjukkan posisi total asset senilai Rp 970,89 miliar dan laba 

komprehensif Rp 54,24 miliar. Pada tahun 2015, PT KIE memperoleh laba 

komprehensif senilai Rp 135 miliar dengan total asset senilai Rp 1.191,85 miliar. 

Tentunya keberhasilan PT KIE juga berkat kerja keras anak perusahaan yang 

dimilikinya.  Pada kesempatan kali ini, penulis akan memfokuskan penelitian 

pada PT Pukati Niaga Sejahtera sebagai objek penelitian.  

Penulis memiliki ketertarikan terhadap PT Pukati Niaga Sejahtera karena 

perusahaan ini bergerak di bidang ekspor impor bahan kimia serta distribusi 
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pupuk di seluruh indonesia. PT Pukati Niaga Sejahtera berkedudukan di Wisma 

Kaltim Industrial Estate Lantai 2, Bontang, Kalimantan Timur. Selain itu PT 

Pukati Niaga Sejahtera mengantongi izin usaha perdagangan secara umum yang 

meliputi berbagai aspek. Sesuai dengan aturan perseroan di Indonesia bahwa 

setiap perseroan yang berbentuk perseroan terbatas sebagai badan hukum 

mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar perseroan dan doktrin hukum yang berlaku umum dan 

universal. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT Pukati Niaga Sejahtera harus 

memiliki organ perusahaan untuk mengelola jalannya usaha perdagangan 

perusahaan. Kelengkapan organ perusahaan menjadi kunci berdirinya suatu 

perusahaan, organ tersebut juga melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai 

dengan prinsip Good Corporate Governance. Sebagai suatu prinsip maka 

implementasi perlu dilakukan agar pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan perusahaan.  

Berdasarkan analisis awal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara 

dengan salah satu mantan karyawan PT Pukati Niaga Sejahtera, ada beberapa 

kejanggalan yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan semakin menurun dan akhirnya pada tahun 2015 mengalami keadaan 

koma atau tak beroperasi. Berawal dari hasil analisis sementara itulah kemudian 

penulis akan melalukan penelitian lebih dalam kepada PT Pukati Niaga Sejahtera. 

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kelengkapan organ 

perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera serta pengelolaan perusahaan oleh organ 

tersebut menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta 
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ketaatan PT Pukati Niaga Sejahtera terhadap asas yang diterapkan bagi setiap 

perusahaan yaitu Good Corporate Governance yang terdapat dalam penjelasan 

pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu penulis juga tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem pengelolaan PT Pukati Niaga 

Sejahtera dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera serta 

sejauh mana struktur organ tersebut berpengaruh terhadap efektifitas 

pengelolaan perusahaan dalam periode 2010 sampai 2018? 

2. Apakah PT Pukati Niaga Sejahtera telah melaksanakan asas Good 

Corporate Governance yang sesuai dalam ketentuan UU Nomor 40 tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang kelengkapan organ perusahaan beserta 

pengelolaan perusahaan pada PT Pukati Niaga Sejahtera yang 

didasarkan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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b. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance pada PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang-

Kalimantan Timur. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini bermanfaat sebagai kajian bagi para akademisi untuk 

memahami bagaimana penerapan tata kelola dan struktur organisasi 

perusahaan. 

b. Selain itu penelitian ini akan memberikan hasil analisis data terkait 

pengaplikasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

berlaku di PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang-Kalimantan Timur. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penyusunan skripsi ini akan menggunakan beberapa karya tulis ilmiah 

sebagai acuan atau landasan dalam mengkaji mengenai permasalahan yang 

menjadi rumusan masalah penulis. Berikut adalah beberapa karya tulis yang 

penulis dapatkan dari berbagai universitas yang tentunya pembahasannya 

berkaitan dengan organ perusahaan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan 

perusahaan yang baik, diantaranya: 
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Skripsi milik milik M.Faruq Sulaiman, mahasiswa Universitas Indonesia 

yang berjudul “Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengurus 

pada Koperasi dan Perseroan Terbatas”. Penulis memilih skripsi ini menjadi 

acuan karena didalam skripsi milik M. Faruq Sulaiman memuat penjelasan 

mengenai Perseroan Terbatas dan juga organ serta tanggungjawab masing-masing 

organ perusahaan. Penjabaran dari skripsi milik M. Faruq Sulaiman yang menarik 

minat penulis adalah mulai dari pembahasan mengenai organ perusahaan. Organ 

PT berarti organisasi yang menyelenggarakan suatu perseroan terbatas, yaitu 

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan 

Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri, 

seperti berikut: organ perseroan pertama yaitu RUPS adalah organ perseroan yang 

memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang 

yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Hal ini dipertegas lagi dalam 

pasal 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 yang menyatakan 

bahwa, (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada 

Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan atau 

Anggaran Dasar. (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan 

dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.  

Selanjutnya organ perseroan kedua adalah Direksi. Direksi 

bertanggungjawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan 

maksud dan tujuan PT, selain itu direksi juga berhak mewakili PT baik di dalam 

amupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 

bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan 
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pengurusan tersebut direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama 

perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan direksi biasanya dibantu 

oleh manajemen. Sehingga direksi disini memiliki kewenangan ganda yaitu 

mengurus serta mewakili perseroan. Organ ketiga sekaligus terakhir dalam 

perseroan adalah Dewan Komisaris. Sama dengan organ lainnya, wewenang dan 

kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan yang bidang 

usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat 

pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) 

orang komisaris. Komisaris diangkat oleh RUPS dan utnuk pertama kalinya 

pengangkatan komisaris dicantumkan dengan mencantumkan susunan dan nama 

komisaris dalam akta pendirian perusahaan. Komisaris diangkat untuk jangka 

waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
11

 

Selain karya milik M. Faruq, penulis juga menggunakan karya tulis lain 

untuk melakukan perbandingan yaitu jurnal hukum milik Shinta Ikayani 

Kusumawardani, mahasiswi pascasarjana Universitas Udayana yang berjudul, 

“Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan 

Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”. Penulis mendapatkan 

materi mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pengaturan Direksi Perseroan 

Terbatas yang ada di Indonesia serta di Australia, sehingga ini menjadi landasan 

yang dapat digunakan oleh penulis, sebagai berikut: dalam menjalankan 

pengurusan perusahaan direksi tidak mempergunakan kekayaan Perseroan untuk 
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M. Faruq Sulaiman, Skripsi “Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum 

Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). 
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kepentingan pribadi serta tidak mengambil keuntungan pribadi dengan 

mempergunakan harta kekayaan dan atau fasilitas yang diberikan perseroan. Hasil 

perbandingan menunjukkan bahwa sistem pengaturan di Indonesia dan Australia 

lebih condong menggunakan model mandatory dan bukan model enabling karena 

didasari oleh kondisi struktur kepemilikan modal. Kewenangan yang dilakukan 

berdasarkan prinsip fiduciary, khususnya pada undang-undang baik di Indonesia 

maupun Australia Nampak sebagai incomplete law dan perlu diinterpretasikan 

oleh lembaga peradilan. Adanya perbedaan mengenai kedewasaan pemberlakuan 

kewajiban fiduciary di kedua Negara. Oleh karena itu, Indonesia melakukan 

transplantasi lanjutan agar kewajiban fiduciary dapat berdayaguna.
12

 

Setelah membandingkan sistem pertanggungjawaban organ perusahaan 

antara indonesia dan australisa maka untuk menambah pemahaman terkait hukum 

organisasi perusahaan maka karya tulis selanjutnya adalah tesis milik Mariske 

Myeke Tampi, mahasiswi program studi magister ilmu hukum universitas Kristen 

Satya Wacana yang berjudul “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam 

Kasus-Kasus Kepailitan”. Ada beberapa poin yang menarik dalam tesis ini untuk 

penulis jadikan acuan bahasan, yaitu terkait dengan bahasan organ perseroan 

terbatas sebagai Perantara (agent) bagi perseroan untuk melakukan tindakan 

hukum dengan pihak ketiga.  Organ perseroan ini dibedah menggunakan teori 

                                                           
12

Shinta Ikayani Kusumawardani, Jurnal Hukum, “Pengaturan Kewenangan, dan 

Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan 

Australia)”, (Denpasar: Universitas Udayana, 2012).  
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agensi, teori inilah yang kemudian nantinya akan dibedah dan disesuaikan dengan 

arah penulisan skripsi penulis,.
13

 

Karya tulis selanjutnya adalah penelitian milik Try Widiyono, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Jakarta dengan judul “Perkembangan Teori Hukum dan 

Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya”. Penelitian ini 

menyebutkan bahwa teori badan hukum pertama diciptakan opeh para peletak 

dasar teori badan  hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan 

hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum 

tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata 

terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak yang terdapat pada 

pribadi-pribadi yang berada di balik badan hukum yang belum tersentuh oleh 

hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan teori hukum dan 

doktrin hukum Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Perseroan 

Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Reformasi  hukum atas badan 

hukum dapat dilihat dari dua tonggak sejarah badan hukum, yakni pertama saat 

lahirnya teori badan hukum yang menitikberatkan pada personifikasi badan 

hukum seakan-akan sebagai manusia dan kedua pada saat lahirnya doktrin hukum 

korporasiyang dikenal dengan nama Piercing The Corporate Veil yang 

dilatarbelakangi untuk mengungkap tabir hukum para pribadi yang berada di balik 

perseroan yakni para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. 
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Kasus-Kasus Kepailitan”, (Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2012). 
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 Selain itu untuk memberikan landasan teoritis dan filsafat agar para 

pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dapat melakukan pengelolaan 

perseroan secara adil, benar dan professional serta penuh integritas yang tinggi 

dan bertanggungjawab kepada stakeholder, dimana Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 secara umum telah meresepsi doktrin hukum tersebut, namun 

demikian dalam realitanya terdapat pemegang saham yang melanggar doktrin 

hukum tersebut antara lain dengan mempengaruhi profesionalisme dan integritas 

direksi dan dewan komisaris untuk kepentingan share holder tanpa 

memperhatikan kepentingan stakeholder, di samping maraknya pemegang saham 

melakukan perjanjian-perjanjian nominee saham, yang melanggar disclosur 

principles baik dari segi informasi maupun tanggung jawab serta bertentangan 

dengan prinsip good corporate governance sebagai implementasi doktrin hukum 

tersebut.
14

  

Untuk memperkuat dan mendukung proses analisis mengenai Good 

Corporate Governance maka karya tulis terakhir yang penulis jadikan referensi 

adalah skripsi milik Dian Margi Putra Asmorojati Mahasiswa Universitas 

Lampung, yang berjudul Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada 

PT Angkasa Pura II (persero). Skripsi ini memuat sejarah mengenai Good 

Corporate Governance (GCG) dan penerapannya baik di Indonesia maupun di 

dunia, seperti berikut: Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan 

perhatian luas setelah terjadinya berbagai /krisis seperti krisis moneter di 
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Try Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The 

Corporate Veil dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 dan Realitasnya serta 

Prospektif Kedepannya”, Jurnal, Vol. 10 Nomor 1 Jakarta, 2013 
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Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip GCG, yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran baik 

dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para 

stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan 

komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata 

lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan 

masyarakat selaku stakeholders.
15

 

E. Kerangka Teoritik 

Teori badan hukum dibagi menjadi beberapa teori seperti dibawah ini: 

1. Teori fiksi 

Teori ini disebut juga teori entitas (entity theory) atau teori agregat 

(aggregate theory). Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini 

adalah perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum 

yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, oleh karena itu perseroan 

adalah badan hukum buatan melalui proses hukum dengan demikian pada 

dasarnya bersifat fiktif.
16

 Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan. 

Pemerintah dalam bentuk fiat atau approval atau consesus of the 

goverment. Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas 

perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” terhadap 

                                                           
15

Dian Margi Putra Asmorojati, Skripsi, “Analisis Penerapan Good Corporate 

Governance pada PT Angkasa Pura II (persero)”, (Lampung: Universitas Lampung, 2016). 

16
 http://www.jimly.com/pemikiran/view/14 diakses pada 10 April 2018 

http://www.jimly.com/pemikiran/view/14
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kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan 

perusahaan atau bisnis.
17

 

Dengan demikian, teori fiksi ini berkaitan juga dengan teori simbol 

(symbol theory) yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum 

merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (aggregate) 

yang terkait dalam perseroan itu. Kepribadian atau personalitas orang-

orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda 

(distinct) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian 

yang menonjol adalah kepentingan kelompok (group interest) yang 

berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan, yang terpisah 

(separate) dari kepentingan individu (separate from the individual 

interest). Teori fiksi ini berasal dari Romawi dan Common Law yang 

mengatakan, pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah buatan 

atau ciptaan fiksi (fictious artificial) yang disebut entitas hukum (legal 

entity or juristic antity) yang memiliki personalitas fiktif (persona ficta). 

Seperti yang dijelaskan diatas, teori itu dapat juga disebut teori flat (flat 

theory) atau teori konsensus (consensus theory) atau teori pengesahan 

pemerintah (government paternity theory)
18

. 

Teori ini diperkenalkan oleh sarjana Jerman Friedrich Carl Von 

Savigny (1779-1861) dalam bukunya yang berjudul System des Hentingen 

                                                           
17

 Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika,  2013),  hlm., 54. 

18
 Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika),  2013,  hlm., 55. 
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Romishen Recht. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum adalah fiksi 

hukum. Mereka (badan hukum) diakui keberadaanya, tetapi bukan suatu 

pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum yang dianggap sebagai orang. 

Artinya  hanya manusia yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan 

hukum adalah fiksi subjek hukum atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada 

tetapi dihidupkan melalui bayangan manusia. Badan hukum tersebut 

diciptakan Negara/pemerintah untuk memberikan kewenangan agar badan 

hukum atau suatu organisasi dapat bertindak sebagai subjek hukum.
19

 

2.  Teori Kekayaan Bersama 

Teori ini muncul karena suatu anggapan yang menyatakan bahwa 

badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum 

adalah kepentingan dari seluruh anggota secara bersama-sama. Mereka 

bertanggung jawab secara bersama-sama, harta kekayaan badan hukum itu 

adalah milik (eigendom) bersama-bersama seluruh anggota. Para anggota 

yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang 

disebut badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum hanyalah suatu 

konstruksi ahukum belaka, dan hakikatnya merupakan sesuatu yang 

abstrak.
20

 

Teori kekayaan bersama oleh Rudolf von Jheering (1818-1892) 

yang kemudian diikuti oleh Molongraaft, Marcel Planiol dan Apeeldorn. 

                                                           
19

 Wahyu Kurniawan, Good Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan, 

(Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012), hlm., 4 

20
 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm., 63. 
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Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak lain merupakan 

perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-

masing. Teori ini tidak menganggap badan hukum  sebagai abstraksi 

maupun organisme, oleh karena itu apa yang merupakan hak dan 

kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya 

bersama-sama begitu juga kekayaan badan hukum merupakan milik 

bersama pula sehingga tidak boleh dibagi-bagi. Sehingga pada dasarnya 

badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis saja.  Teori ini 

juga disebut sebagai Propriete Collective Theorie (Planiol), Gezmenlijke 

Vermogenstheorie (Molengraaft), dan Gezamenlijke eigendoms 

theorie/teori kolekti (Utrecht).
21

 

 

2.  Corporate Governance 

Setidaknya terdapat dua teori utama yang terkait dengan corporate 

governance yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship 

theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni 

bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap 

pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki 

para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang 

manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 

kepentingan public maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory 

                                                           
21

 Ibid., hlm., 64. 
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yang dikembagnkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa 

manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan 

bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan 

sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang 

saham.
22

  

Teori agensi memberikan pemahaman yang paling dekat untuk 

memahami Good Corporate Governance, teori ini memberikan kajian 

mengenai dampak dari hubungan agent degnan principal atau principal 

dengan principal, berbeda degnan teori perusahaan klasik yang 

menggambarkan pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta 

mengendalikan sendiri perusahaannya sehingga maksimum profit menjadi 

harga mati bagi perusahaan untuk bisa hidup dan berkembang. Teori 

perusahaan klasik juga mengurai bahwa kebutuhan modal dan 

keterampilan manajerial perusahaan dengan skala otomistik dipasok oleh 

satu sumber saja, yakni pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta. 

Namun dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar serta 

keterampilan manajerial dipasok oleh tenaga kerja manajerial, kebutuhan 

modal dipasok oleh pemegang saham (share holder) dan pemberi 

pinjaman (debt holder). 

 

3. Good Corporate Governance 

                                                           
22

Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. 

Makalah. http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN diakses tanggal 07 

Maret 2018. 

http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN
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Dalam menjalankan perusahaan dengan baik, maka perlu 

menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate 

Governance, yaitu: Transparansi atau keterbukaan; Kemandirian; 

Akuntabilitas; Pertanggungjawaban; dan Kewajaran (fairness). Kelima 

prinsip ini nantinya akan digunakan untuk menganalisa bagaimana subjek 

penelitian skripsi ini menjalankan usahanya, disamping itu prinsip-prinsip 

ini juga merupakan implementasi dari hadirnya doktrin-doktrin hukum 

terkait dengan perusahaan atau korporasi. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah field research atau 

penelitian lapangan. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini karena field 

research lebih mampu untuk memberikan data yang lebih akurat dan pasti 

tentang kenyataan yang terjadi di lapangan disamping melihat juga aturan 

yang berlaku serta dianut oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT 

Pukati Niaga Sejahtera yang beralamat di Wisma KIE, Bontang, Kalimantan 

Timur. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif karena 

hanya menggunakan 1 (satu) subjek penelitian tetapi dengan berbagai aspek 

pembahasan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis hukum 

perusahaan pada PT Pukati Niaga Sejahtera ini adalah Yuridis Empiris, yaitu 
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aturan atau hukum positif yang belaku di Indonesia yang kemudian 

disandingkan dengan keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan 

yang dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga akan memberikan gambaran 

dan deskripsi tentang realitas pada objek yang diteliti. 

3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung 

dari subjek penelitian sehingga akan menghasilkan informasi yang jelas 

atau dalam penelitian ini merupakan laporan realita kegiatan perusahaan 

yang penulis amati. Kemudian data yang diberikan secara sukarela dari 

subjek penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan dari proposal yang 

diajukan penulis juga merupakan data primer yang akan digunakan penulis 

untuk mengolah dan menganalisis informasi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitan atau 

karya tulis orang lain baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal 

hukum lain yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penulis. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa metode di dalam pengumpulan 

data untuk penyelesaian skripsi, sebagai berikut: 

a. Wawancara 
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Teknik pengumpulan data yang pertama adalah melalui wawancara 

kepada subjek hukum yang terkait. Dalam kesempatan ini penulis akan 

mewawancarai direktur utama yang diwakili oleh bagian operasional 

dan umum Bapak Erizal Obeth Banni dari PT Pukati Niaga Sejahtera 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengelolaan 

perusahaan. 

b. Observasi 

Penulis juga akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di 

lapangan pada tanggal 16 dan 17 April 2018 di PT Pukati Niaga 

Sejahtera, tujuannya untuk membandingkan apakah aturan yang 

diterapkan sudah berlaku dilapangan dengan sesuai atau tidak. 

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan penulis adalah deskriptif 

kualitatif hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan penulis 

kemudian disandingkan dengan permasalahan yang diutarakan. Penulis 

mengumpulkan sebanyak mungkin data secara tertulis berupa dokumen-

dokumen yang keudian diambili intisarinya. Metode ini merupakan analisis 

data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dari penafsiran data atau 

menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Proposal skripsi berjudul Organ Perusahaan dan Pengaplikasian Good 

Corporate Governance Pada PT Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis 

Empiris) ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut bagian-bagian pembahasan 

masing-masing bab. 

Bab I berisikan daftar isi, latar belakang penulisan proposal, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka, dan terakhir 

adalah jadwal penelitian. 

Bab II, berisi tinjauan umum yang memuat penjelasan mengenai 

undang-undang tentang perseroan terbatas, prinsip Good Corporate 

Governance serta bahasan mengenai hukum organisasi perusahaan serta teori 

dan aspek-aspeknya. 

Bab III proposal ini berisi gambaran umum perusahaan, dimulai dari 

susunan organisasi perusahaan, pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan, 

pertanggungjawaban organ perusahaan dan mekanismenya. 

Bab IV adalah bab inti dari pembahasan skripsi penulis karena 

memuat analisis mengenai organ perusahaan yang ada di PT Pukati Niaga 

Sejahtera serta bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dalam perusahaan tersebut. 

Bab V atau bab terakhir dalam penyusunan skripsi dalam penelitian 

ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan ataupun jawaban dari 

rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam bab I yang sebelumnya 
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telah melalui proses pembahasan dalam bab II, bab III, serta bab IV. Selain 

kesimpulan juga akan disertakan didalamnya beberapa saran dari penulis 

terkait permasalahan yang dihadapi oleh subjek perusahaan. Bagian terakhir 

dari skripsi ini adalah daftar pustaka yang mana berisi sumber referensi 

penulis untuk dapat menyelesaikan proposal penelitiannya, baik dari 

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada pada bab sebelumnya mengenai 

Kelengkapan organ perusahaan dan pengaplikasian Good Corporate Governance 

di PT Pukati Niaga Sejahtera, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Kelengkapan susunan organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera telah 

memenuhi aspek organ perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas, yaitu adanya RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Namun 

sayangnya organ tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara 

maksimal. Akibatnya pada tahun 2015 perusahaan mengalami keadaan 

vaccum atau tidak beroperasi sama sekali. Hal ini disebabkan salah 

satunya karena tidak adanya pengawasan perusahaan oleh dewan 

komisaris selaku organ perusahaan. Sehingga efektifitas organ perusahaan 

tidak tercapai karena lalainya salah satu organ dalam menjalankan 

fungsinya. Lemahnya pengawasan akhirnya berimbas pada kondisi 

perusahaan yang bisa dikatakan hampir bangkrut. Apabila ketiga organ 

tersebut menjalankan fungsinya masing-masing secara maksimal maka 

setidaknya perusahaan tetap bisa berdiri atau menjalankan aktifitas 

perusahaan walau dengan modal yang terbatas. Sehingga dalam hal ini 
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organ perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera tidak berjalan efektif dan 

efisien. 

2. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. 

Pukati Niaga Sejahtera dalam periode 2010 sampai 2018 mengalami 

perbaikan. Dalam periode ini dibagi dalam 2 (dua) kondisi yaitu: 

a. Tahun 2010 sampai 2015  

Pada tahun ini perusahaan dianggap tidak mengimplementasikan 

prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya beberapa prinsip yang tidak dilaksanakan.  

1) Prinsip Responsibility karena penyelenggaraan pengelolaan 

perusahaan tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat, hal 

ini ditunjukkan dengan tata kelola yang tidak baik mengakibatkan 

hilangnya customer yang kemudian mengurangi tender karena 

kehilangan kepercayaan, serta kekurangan modal perusahaan 

karena berkurangnya kegiatan untuk income  perusahaan.  

2) Prinsip Independency, prinsip ini tidak dilakukan oleh perusahaan, 

contohnya adalah dengan sistem perekrutan karyawan PT. Pukati 

Niaga Sejahtera yang tidak memiliki kulifikasi dari perusahaan. 

Karyawan perusahaan diangkat dan dipilih berdasarkan hubungan 

darah dengan petinggi perusahaan atau bisa dikatakan 

menggunakan sistem monarki. Selain kedua prinsip tersebut, 

penyebab utama dari kegagalan PT. Pukati Niaga Sejahtera adalah 

lemahnya pengawasan pengelolaan perusahaan oleh dewan 
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komisaris dan jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 

proses Audit baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga 

lemah dalam controlling system menyebabkan banyaknya 

penyelewengan aturan perusahaan.  

b. 2016-2018 

Pada rentan tahun ini PT. Pukati Niaga Sejahtera dalam kondisi yang 

sedang bangkit dari keterpurukan, karena pada bulan Juli tahun 2015 

sampai dengan bulan November 2016 perusahaan ini mengalami 

kondisi koma sehingga tidak melakukan kegiatan apapun. Hal ini 

disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prinsip Good Corporate 

Governance pada jenjang tahun sebelumnya. Kemudian masuk pada 

akhir Desember 2016 perusahaan mulai melakukan penunjukan direksi 

perusahaan dan pengubahan organ perusahaan lain. Pada jenjang 

waktu 2016 sampai 2018 atau sampai detik ini, PT. Pukati Niaga 

Sejahtera telah melakukan perbaikan dan peningkatan penerapan 

prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparancy, 

Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Namun 

mengingat kondisi perusahaan yang belum stabil maka terdapat salah 

satu prinsip yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu  

Accountability atau dalam hal ini adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan 

belum adanya pembagian tugas yang jelas pada setiap karyawan 
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perusahaan sehingga antar karyawan masih melaksanakan tugas yang 

beragam atau tidak sesuai dengan job disk masing-masing. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui observasi dan 

wawancara pada PT Pukati Niaga Sejahtera, maka ada beberapa saran yang 

penulis berikan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan: 

1. PT Pukati Niaga Sejahtera sebaiknya membuat struktur organisasi 

perusahaan yang baik dan secara tertulis diketahui oleh seluruh 

karyawan PT Pukati Niaga Sejahtera, sehingga para karyawan tidak 

lagi kebingungan dengan tugas kerja masing-masing karyawan. Ada 

baiknya PT Pukati Niaga Sejahtera untuk melakukan rekrutmen 

karyawan lagi agar tidak kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan 

tingkat efektif dan efisien kerja pada PT Pukati Niaga Sejahtera. Selain 

itu PT. Pukati Niaga Sejahtera juga harus memaksimalkan fungsi 

organ perusahaan dalam mengelola perusahaan jika tidak mau 

mengulang kondisi koma atau vaccum perusahaan. 

2. Alangkah baiknya apabila PT Pukati Niaga Sejahtera memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan perusahaan serta 

mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan Good Corporate 

Governance di PT. Pukati Niaga Sejahtera dan secara periodik 

melakukan audit baik internal maupun eksternal perusahaan. 
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